BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

o1,

BUPATI BOGOR,

. a. bahwa dalam rangka menunjang

kelancaran pelaksanaan pelayanan
pengujian, pengendalian, pengawasan
terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor
agar memenuhi persyaratan laik jalan,
diperlukan sumber pembiayaan yang
diperoleh dari retribusi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu  pengaturan tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945;

2. Pasal 18 ayat (1), (2), (5) dan ayat (6)

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar
1945;
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3. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor
I/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan
Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 8),

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980
tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3196);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3208),

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699),

10. Undang-undang......
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3692);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

16. Keputusan Presiden........
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16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan, dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor
9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan
Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang Melaksanakan Penyidikan
terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah
yang Memuat Ketentuan Pidana;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor
7 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Bogor;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor
8 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat

I Bogor;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor

20 Tahun 2000 tentang Pengujian
Kendaraan Bermotor.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan........
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PERATURAN DAERAH  KABUPATEN
BOGOR TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemeritah
Kabupaten Bogor;

3. Bupati adalah Bupati Bogor,

Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai
yang diberi tugas tertentu di bidang
retribusi daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang beriaku;

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah
Kabupaten Bogor;

6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan
“yang digerakan oleh peralatan teknis
yang berada pada kendaraan itu;

7. Kendaraan Umum adalah setiap
kendaraan bermotor yang disediakan
untuk dipergunakan oleh umum dengan
dipungut bayaran;

8. Mobil ........
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Mobil Penumpang adalah setiap
kendaraan bermotor yang dilengkapi
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat
duduk, tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi;

Mobil Bus adalah setiap kendaraan
bermotor yang dilengkapi lebih dari 8
(delapan) tempat duduk, tidak termasuk
tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan bagasi;

Kendaraan Khusus adalah kendaraan
bermotor selain dari kendaraan bermotor
untuk penumpang dan kendaraan
bermotor untuk barang yang
pengangkutannya untuk  keperluan
kKhusus atau mengangkut barang-barang
khusus;

Mobil Barang adalah  kendaraan
bermotor selain sepeda motor, mobil
penumpang, mobil bus dan kendaraan
khusus;

Kereta Gandengan adalah suatu alat
yang dipergunakan untuk mengangkut
barang yang seluruh bebannya ditumpu
oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk
ditarik oleh kendaraan bermotor;

Kereta Tempelan adalah suatu alat yang
dipergunakan untuk mengangkut barang
yang dirancang untuk ditarik dan
sebagian bebannya ditumpu oleh
kendaraan penariknya;

14. Uji Berkala........
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Uji Berkala adalah pengujian kendaraan
bermotor secara berkala terhadap setiap
kendaraan wajib uij;

Uji Ulang adalah pengujian kendaraan
bermotor yang dilakukan atas dasar hasil
pemeriksaan di jalan atau disebabkan
oleh tidak dipenuhinya persyaratan laik
jalan pada saat dilakukan uji berkala;

Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji
berbentuk buku, yang berisi data dan
legitimasi  hasil pengujian setiap
kendaraan wajib uji; '

Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu
kendaraan telah diuji dengan hasil baik,
berupa lempengan plat alumunium atau
plat kaleng yang ditempelkan pada plat
nomor atau rangka kendaraan;

Laik Jalan adalah persyaratan minimum
kondisi suatu kendaraan yang harus
dipenuhi agar terjaminnya keselamatan
dan mencegah terjadinya pencemaran
udara dan kebisingan lingkungan pada
waktu dioperasikan;

Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor, selanjutnya disebut retribusi,
adalah pungutan daerah atas pelayanan
pengujian kendaraan bermotor;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi,
Badan atau Instansi lain yang diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi
karena memperoleh pelayanan
pengujian dan atau pemeriksaan kondisi
teknis kendaraan bermotor;



21.

22,

23.

24.

25.

-8-

Badan adalah suatu bentuk Badan
Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau daerah dengan nama dan
bentuk apapun, Persekutuan
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi,
Yayasan atau Organisasi yang sejenis,
Lembaga, dana Pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk usaha lainnya;

Masa Retribusi adalah suatu jangka
waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan  pelayanan pengujian
kendaraan bermotor;

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah,
yang dapat disingkat SPTRD, adalah
surat yang digunakan oleh wajib retribusi
untuk melaporkan perhitungan dan
pembayaran retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang
dapat disingkat SKRD, adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya
jumlah retribusi yang terutang;

Surat Ketetapaan Retribusi Daerah
Kurang Bayar Tambahan, yang dapat
disingkat SKRDKBT, adalah surat
keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah retribusi yang telah
ditetapkan;
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih
Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB,
adalah  surat keputusan yang
menentukan jumiah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang
dapat disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan
atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda;

Pemeriksaan Retribusi adalah
serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan
atau keterangan lainnya dalam rangka
pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tindak pidana
retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut penyidik, adalah
Penyidik  Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Bogor.
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BAB I

NAMA DAN OBYEK RETRIBUSI

(1)

(2)

(1

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan
pengujian kendaraan bermotor atau
pelayanan pemeriksaan kondisi teknis
kendaraan bermotor, meliputi pengujian
terhadap mobil bus, kendaraan umum,
mobil barang, kereta gandengan, kereta
tempelan, kendaraan khusus, mobil
penumpang dan sepeda motor yang
dimiliki/dikuasai oleh orang pribadi,
badan atau instansi lain untuk
dioperasionalkan.

Retribusi dipungut sebagai pembayaran
atas pelayanan pengujian kendaraan
bermotor yang dilakukan secara berkala,
uji ulang dan pemeriksaan kondisi teknis
atas permintaan masyarakat, badan atau
instansi lain.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan
pengujian terhadap kendaraan bermotor
dan atau pelayanan pemeriksaan kondisi
teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1).

(2) Dikecualikan......
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(2) Dikecualikan dari obyek retribusi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah pelayanan pengujian yang
dilakukan karena diterimanya keberatan
Wajib Retribusi atas keputusan tidak
lulus uji kendaraan bermotor dari
Petugas Penguji sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
beriaku.

BAB ilI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4

(1) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
digolongkan sebagai retribusi jasa
umum.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), terdiri dari:

a. Biaya Penguijian;

b. Biaya Penggantian Buku Uji, Tanda
Uji;

¢. Biaya Pengecatan Tanda Uji
Samping Kendaraan;

d. Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan.
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BAB IV
SRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 5

FPrinsip dan sasaran dalam penetapan
sruktur  dan  besarnya tarif  refribusi
didasarkan pada fujuan untuk menutup
sebagian atau sama dengan  biaya
peiayanan pengujian dan atau pemeriksaan
kondisi teknis kendaraan bermotor.

Pasal 6
(1) Sruktur dan besarnya tarif retribusi
pengujlan kendaraan bermotor adalah
sebagai berikut :

a. Biaya uji berkala atau uji ulang terdiri

dari :
1. Pengujian :
a) Mobil Penumpang / Pick Up
Rp. 7.500 -
b) Mobil Bus Rp. 10.000, -
c) Truk Rp. 10.000,-
d) Tronton / Kendaraan Penarik
Rp. 20.0600 -
e) Gandengan / Tempelan
Rp. 5.000 -

(AW

. Pengecatan tanda uji samping
Kendaraan Rp. 5.000.-
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b. Pentlaian Kondisi Teknis atas dasar
pemintaan :

1) Mobil barang, kereta penarik,

s} TN -

2} Kerela tempela
gandengan

3 R A - -~ by p o~ -~

3y Mobil penumpang

s,
6]
4]
-
(T
L
0

faya uji berkala atau
ebagaimana dimaksud dalas
elum termasuk biaya buki uji,

oM

{per pasang) serta penggantk
maupun buku uji vang ru
{per buah) yang ditetap! oig!
dengan keputusan bupati, berdasarkan
harga yang ditetapkan oleh instansi vang
berwenang.

3

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

o
P
a
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BAB Vi

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Masa retribusi adalah sama dengan masa
berlaku pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB VI

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

(1

)

Pasal 10

Bagi orang, badan atau instansi lain
yang memanfaatkan pelayanan
pengujian kendaraan bermotor dilakukan
pendaftaran melalui pengisian formulir
yang disediakan oleh pemerintah
daerah.

Formulir pendaftaran diisi oleh Wajib
Retribusi dengan jelas, lengkap, dan
benar sebagai bahan mengisi Daftar
Induk  Wajib Retribusi berdasarkan
nomor urut.

(3) Daftar........
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(3) Daftar Induk Waijib Retribusi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dapat dipergunakan sebagai Nomor
Pokok Wajib Retribusi Daerah
(NPWRD).

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian
formulir pendaftaran dan Daftar Induk
Wajib Retribusi ditetapkan oleh bupati.

Pasal 11

(1) Setiap Wajib Retribusi mengisi SPTRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau
kuasanya.

(3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian
SPTRD ditetapkan oleh bupati.

BAB VilI
PENETAPAN
Pasal 12

(1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
bupati atau pejabat yang ditunjuk
menetapkan retribusi terutang dengan
menerbitkan - SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
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(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh
Wajib Retribusi sebagaimana mestinya,
maka diterbitkan SKRD atau dokumen
yang dipersamakan secara jabatan.

(3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan diatur oleh bupati.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan
retribusi ditemukan data baru dan atau data
yang semula belum terungkap vyang
menyebabkan penambahan jumlah retribusi
yang terutang yang telah ditetapkan, maka
dikeluarkan SKRDKB Tambahan atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas
daerah atau di tempat lain yang ditunjuk
sesuai waktu yang ditentukan dengan
menggunakan SKRD atau SKRDKB
Tambahan.

(2) Dalam hal pembayaran bukan dilakukan
di kas daerah, maka hasil penerimaan
retribusi harus disetor ke kas daerah
selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau
dalam waktu yang ditentukan oleh
bupati.
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Pasal 15

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari sejak tanggal diterbitkannya
SKRD, SKRDKBT, STRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran,
tempat pembayaran retribusi diatur oleh
bupati.

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar
tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap
bulannya dari retribusi yang terutang atau
kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB X
PENAGIHAN
Pasal 17

(1) Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi
diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang
ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari sejak jatuh tempo pembayaran.
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Selambat-lambatnya 7  (tujuh) hari
setelah tanggal Surat  Teguran/
Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib
Retribusi harus melunasi retribusi yang
terutang.

Tata cara penagihan diatur lebih lanjut
oleh bupati.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

(1)

(2)

©)

Pasal 18

Atas kelebihan pembayaran retribusi,
Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan  pengembalian  secara
tertulis kepada bupati atau pejabat yang
ditunjuk. :

Permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi diajukan secara
tertulis kepada bupati atau pejabat yang
ditunjuk, dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan :

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. masa retribusi;

c. besamya kelebihan pembayaran;

d. alasan yang singkat dan jelas.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
harus memberikan keputusan.
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(4) Apabila jangka waktu sebagaimana

(%)

®

@)

dimaksud dalam ayat (3), telah dilampaui
dan bupati atau pejabat yang ditunjuk
tidak memberikan keputusan,
permohonan pengembalian retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai
utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) langsung diperhitungkan
untuk melunasi terebih dahulu utang
retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati
atau pejabat yang ditunjuk memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan retribusi.

BABXIl........
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(3) Kedaluwarsa penagihan retribusi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran ; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari
Wajib  Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

(4) Tata cara penghapusan piutang retribusi
diatur oleh bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan
kewajibannya sehingga  merugikan
keuangan daerah diancam pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan

atau denda sebanyak-banyaknya
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
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BAB Xlii

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat
memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan
pembebasan sebagaimana ' dimaksud
dalam ayat (1), diberikan berdasarkan
alasan-alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB Xlil
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan
retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana  dibidang
retribusi.

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk
menetapkan Keputusan Penghapusan
Piutang Retribusi Daerah yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).

(3) Kadaluwarsa ........
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“wewenang khusus sebagai penyidik

untuk melakukan penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi daerah.

Wewenang  penyidik  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan
dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana
dibidang retribusi dan agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap
dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana
pelanggaran retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti
dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana
dibidang retribusi;

d. memeriksa  buku-bukuy, catatan-
catatan dan dokumen-dokumen lain
_serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

e. melakukan penggeledahan  untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan
pencatatan dan dokumen-dokumen
lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta.......
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f. meminta bantuan tenaga ahli dalam
rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah;

g. menyuruh berhenti, melarang
seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud dalam
huruf e;

h. memotret seseorang atau yang
berkaitan dengan tindak Pidana
Pelanggaran Retribusi;

i. memanggil orang atau didengar
keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu
untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah
menurut  hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan  sebagaimana  dimaksud
dalam ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil  penyidikannya
kepada Penuntut Umum.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Hal-hal lain yang belum diatur dalam
Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut
oleh bupati.

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam
lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 15 Nopember 2000

BUPATI BOGOR,
ttd

AGUS UTARA EFFENDI
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Diundangkan di Cibinong.
pada tanggal 15 Nopember 2000

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 38

uai dengan aslinya
¥, ~A PRAJA




